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ABSTRAK 

KPK memiliki wewenang melakukan penyadapan. Dengan hasil penyadapan 

dapat dijadikan sebagai alat bukti, pada penyidik yang ceroboh dalam mengelola 

atau menyimpan barang bukti hasil penyadapan menyebabkan barang bukti tersebar 

ke publik atau tersebar kepada selain penyidik yang tidak memiliki wewenang. 

Penelitian skripsi ini bertujuan mengetahui dan memahami bentuk 

pertanggungjawaban hukum bagi KPK apabila barang bukti hasil penyadapan 

tersebar ke publik dan kedudukan hasil penyadapan oleh KPK yang tersebar ke 

publik sebagai alat bukti di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, 

pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menyatakan bentuk 

pertanggungjawaban bagi KPK apabila barang bukti hasil penyadapan tersebar ke 

publik penyidik wajib dilaporkan kepada dewan pengawas KPK. Untuk diberikan 

hukuman berupa sanksi administratif atau sanksi pidana jika ditemukan unsur 

kesengajaan atau kelalaian dari penyidik KPK. KPK juga wajib memulihkan nama 

korban hasil penyadapan yang tersebar ke publik di masyarakat. Kedudukan hasil 

penyadapan oleh KPK yang tersebar ke publik dapat diakui kedudukannya di 

pengadilan sebagai alat bukti yang sah sepanjang alat bukti tersebut cara 

mendapatkannya dengan cara yang sah sesuai undang-undang dan sepanjang 

informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin 

keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu 

keadaan.  

Kata Kunci: KPK, Penyadapan, Tersebar ke publik 
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ABSTRACT 

KPK has the authority to conduct wiretapping. With the results of wiretapping 

able to be used as evidence, the investigators who are careless in managing or 

storing evidence from wiretapping cause evidence to spread to the public or spread 

to other investigators who do not have authority. This thesis aims to know and 

understand the form of legal responsibility for the commission if the evidence of 

wiretapping results spread to the public and the position of the results of 

wiretapping by the commission spread to the public as evidence in court. The 

research method used is legal research with a legislative approach, a conceptual 

approach, and a comparative approach. The results of this study state the form of 

accountability for the KPK: if the evidence of wiretapping results spreads to the 

public, investigators must be reported to the KPK supervisory board. To be given 

punishment in the form of administrative sanctions or criminal sanctions if elements 

of intent or negligence of KPK investigators are found. The KPK is also obliged to 

recover the names of victims of wiretapping that spread to the public in the 

community. The position of the results of wiretapping by the KPK that are spread to 

the public can be recognized as valid evidence in court as long as the evidence is 

how to get it in a legitimate way according to the law and as long as the information 

contained in it can be accessed, displayed, guaranteed integrity, and can be 

accounted for so that it explains a situation. 

Keyword : KPK, wiretapping, Spread to the public 
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